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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI KUANTAN SINGINGI,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa bahwa keuangan desa dikelola
berdasarkan asa transparan, akuntabel, partisipatil
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

bahwa untuk mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam
pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, periu disusun pedoman  untuk
pelaksanaaan transaksi non tunai pada Pemerintah
Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana
dimaksud dalam hurul a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Transaksi Non Tunai di Desa;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupalcn
Siak, Kabupalen Karimun, Kabupaten Natuna,



Kabupaten Kuantan Bingingi dan Kota Batam
(lembaran  Negara Tahun 1999 Noemor 181,
lambahan Lembaran Negara Nomor 3900,
sebagaimana telah dinbah ternkhir dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tenlmng  Pemnbentukan  Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang,
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peoraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Komor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54495);

Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2014 tentang
Pemeninlalan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 MNomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sehagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 MNomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia




Nomaor 5679);

3.  Peraturan Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah dengan Pernturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah - Nomor 43 Tahun 2014  tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

G, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanjn Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Pemerintah Nemor 12 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Keuangan Daecrah (Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Kecuangan Desa ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : pPELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Knbupaten Kabupaten Kuantan Singingi.

——
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10.

11.

12.

13,

14.

Pemerintah Daerah adalah Pemeriniah Kabupaten Kabupaten Kuantan
Singingi.

Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.

Sckretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya
disingkat DINSOSPMD adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.

Camat adalah pemimpin dan keordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kerja Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilyah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan  pemerintahan,
kepentingan masyarakat sctempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negarn
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagni
unsur penyclenggara Pemerintahan Desa.

Perangkat Desa adalah unsur stal yang membantu kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat
Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewilayahan.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan  wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah

dan ditetapkan sccara demokratis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sclanjutnya discbut APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan
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Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran Desa dalam | (satu) rekening padna Bank
yang ditetapkan.

16.Surat Permintann Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah

dokumen pengajuan untuk mendanal kegiatan pengadaan barang dan jasa,

17. Bank yang ditunjuk oleh pemerintah dacrah adalah bank yang ditunjuk olch
Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi Keuangan Desa.

18, Transaksi Non Tunai merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik
dengan cara pemindahan scjumlah uang dari satu pihak ke pihak lain
dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan
Kartu (APMK), cek, bilyetgiro, uang elektronik /sejenisnya.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
mewujudkan pencrimaan dan pengelunran yang bersumber dari APBDEsa yang
tepat jumlah, cepat, aman, efisicn, transparan, dan akuntabel serta mencegah
tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerininh Desa.

Fasal 4
Ruang lingkup Pelaksanaan Transaksi non tunai di Desa meliputi :

a. jenis penerimaan pendapatan non tunai;
b. mekanisme penerimaan pendapatan non tunai;

c. mekanisme pengeluaran non tundai,

d. jenis dan pengecualian pengeluaran non tunai; dan
e. pembinaan dan pengawasan

BAB Il
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Jenis Penerimaan Pendapatan Non Tunai
Pasal 4

[1) Belinp peierinain pendaputan APBDesa dilaksanakan melalui pembayaran

non tunai.
{2} Pencrimaan pcndapatan schagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a pendapatan asli desa yang meliputi :
1. hasil usaha desa;

2, hasil aset;



3. swadaya dan partisipasi, seria gotong royong masyarakat; dan
4. lain-lain pendapatan asli desa.

b pendapatan transfer yang meliputi :

dana desa;

alokasi dana desa;

bagian dari hasil pajak dan retribusi;

bantuan keuangan kabupaten,

bantuan keuangan provinsi; dan

bantuan keuangan pemerintah pusat;

Bagian Kedua
Mekanisme Penerimaan Pendapatan Non Tunal
Pasal 5

(1) Penerimaan pendapatan non tunai dilakukan secara langsung ke rekening
kas Desa masing-masing Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk
Pemerintah Dacrah;

(2) Penerimaan pendapatan secara non tunai dikecualikan untuk pendapatan
yang berasal dari swadaya dan pariisipasi, serta gotong royong masyara kat
dan lain-lain pendapatan asli desa yang di atur lebih lanjut dengan
Peraturan Desa.

O A

Bagian Ketiga
Mekanisme Penerimaan Pendapatan Non Tunai
Pasal G

(1) Setiap pengeluaran APBDesa harus melalui mekanisme Non Tunai.
(2) Pengeluaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. belanja pegawai:

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala tesa;
2, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
3, jaminan sosial kepala desa dan peranghkat desa;
4. tunjangan badan permusyawaratan desa;
5. uperasional badan permusyawaratan desa.

b. belanja barang/jasa :

belanja barang perlenghapan,

belanja jasa honorarium;

belanja perjalanan dinas:

belanja jasa sewa;

belanja operasional perkantoran; 'fj.

A e



6. belanja pemeliharaan; dan
7. belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
¢. belanja modal;

1. belania modal tanah;
2. belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat;
3. belanja modal kendaraan;
4. belanja modal gedung, bangunan dan taman;
5. belanja modal jalan/prasarana jalan;
6. belanja muedal jembatan,
7. belanja modal irigasi/ embung/ air sungai/ drainase/ air limbah/
persampahan;
8. belanja modal jaringan/intalasi; dan
9, belanya modal lainnya.
d. belanja tak terduga

e. pembiayaan
1. pembinynan pencrimaan; dan
2. pembinyaan pengeluaran.

(3 Pemindahan scjumlah nilai wang dari rekening kas desa ke rekening
penerima oleh Kepala Urusan keuangan menggunakan internet banking
atau jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan sistem keuangan
desa kementerian dalam negeri.

(4) Pemindahan sejumiah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dengan melampirkan sarana pendukung sesuai transaksi.

Pazal 7

Setiap transaksi pembayaran atas belanja APBDesa melalui sistem pembayaran

pon tunai, maka:

a. kepala urusan keuangan wajib menggunakan rekening giro;

b. kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa di kabupaten
wajib memiliki rekening pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;

c. apabila penyedia barang/jasa atau pihak ketiga yang berdomisili di luar
wilayah kabupaten tidak memiliki rekening pada Bank yang ditunjuk
Pemerintah Daerah, maka biaya transaksi administrasi dibcbankan kepada
penyedia barang/jasa atau pihak ketiga dengan mengurang sebesar biaya
administrasi perbankan dari jumloh yang diterima.



Bagian Ketiga
Jenis dan Pengecualian Non Tunai
Pasal 8
(1) Jenis pengeluaran yang dikecunlikan melalui meknnisme non tunai
schagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah :

a. transaksi pembayaran belanja barang dan jasa sampai dengan
Rp.5.000,000,00 {lima juta rupiah); a

b. pengeluaran belanja  bantuan transport/uang saku pese

kepntan/ masyarakat;

upah tukang/tenaga kerja;

pengeluaran bahan hakar minyak/pelumas;

pembayaran untuk pembelian benda pos;

pembayaran pajak kendaraan bermotor; -

pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat (er)

bencana alam dan/atau non alam; dan
h. bantuan langsung tunai . i

(2) Dengan mempertimbangkan transaksi yang akan dibayar secara tuna
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lokasi desa jauh dari sarana
dan prasarana bank, maka penarikan tunai di simpan dalam brankas
desa.

{3) Pengeluaran uang tunai dari brankas desa besarannya berdasarkan surat
permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada

kepala Urusan keuangan.

® S0 aD

Pasal 9
Pertanggungiawaban pengeluaran kas di kaur keuangan dilakukan sesuai
dengan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di
lingkungan pemerintah kabupaten kuantan singingi serta kelentuan peraturan

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 10
{1} Pembinaan pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan oleh Dinas Sosial
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Singingi.

(2] Dalam melakukan pembinann sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat bekoordinasi "J‘
dengan Badan Pengelola Kevangan dan Aset Daerah.



4 Pembinaan sehagnimann dimaksud poda ayat (1) meliputi fnnilitnsi

Bupati mi, bersama dengan Bank yang ditunjuk Pemerintah Dacrah
membenkan arahan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
14} Dalam mendukung pembinann schagaimana dimaksud paida ayal (1),
Bank yang ditunjuk Pemerintah Dacrah  menyinpkan sarana  dan
prasarana fasilitas perbankan di wilayah Kecamatan dalam mempercepat

pelaksanaan transaksi non tunai.

) Pengawisan pelaksanaan transaksi non tunah dilakukan ool AP,
[raly 10

KETENTUAN PENUTUP
Puasal 11
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pasal 57 avat (2) Peraturan Bupati
Nomor b1 Tehun 2008 tentang Pengelolaan heuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 51) dicabut dan dinyntakan
findiak tserlinku

Poasal 12
Peraturan Papati ini muba berlaku pada tinggal diundangkan.

Aggar setinp orang mengetahui, memerinihkan pengundangan Peraturan Hugpati

ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkon di Teluk kuantan

| panidi tangsal J8 Marer 2024
\' 1__31::“1: KUANTAN BINGINGI, k

Ww

!{ H.EUHARDIMAN AMBY

rrundarnikan di Teluk kuantan
pacda tanggnl 28 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

g
H.IMMH
&

BERITA DAERAH KARBUPATEN KUANTAN SINGINGT TAHUN 024 NOMun
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Dipindai dengan CamScanner




diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomar 22

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Megars (Lembaran Negars Republik

1EE§EE

B Permturen Menierd Dalam Negerl Nomor 30 Tahun

i Dipindai dengan CamScanner




7. Aparat Pengaswms Intemal Pemerintah yang selanjutnya disinglat
AFIF sdalah Inapecicora Kibupaicn Kusntan Singingi.

9. Deea sdalah kesstosn mesyarukat hubem yeng memilild batas
wilysh yang berwenang untuk mengatur dan mengures urssan

sebapnl unsure penyelenggacs Pemenniahan Des Desa
12, Peranglksi Dess sdalah unsur siad yang membanti kepals
dalarm penyusunan kebijakan dan keordinasi yang diwsdahi dalam

imlah lembags yang Selalsanslan fungsi pemerintahan yang

15. Rekening Kas Desa adalah rekening temg

) Dipindal an CamScanner




ke pihak lain dengan menggunakan instrumenl berupa  Alay

Dipindal dengan CamScanner

Pembayaren Mengpunalan Karma [APME), ek, bilyetpiro, uang
elrkironil [ sejenianys.
BAR T
MAKEUD-DAN-TULFUAN
Puzal 3
Fuaal 2
Toia bt b o e e Pefa i adv- kil ot smi-sdnian Maksud dan tojuan Peraturen Bupat ini edalah  untuk | A
mesujudkan peacrimaan dan pengeluaces yang bersumber dar | di pua
P e T T T Ly AFBDwsa yang tepat juminh, ocpat, aman, efisien, transparsn,
dan skuntabel serta meneegah dindak pidana korupsl FiyE T PUTTURER.
abroany Lingkungan Pemertniah Desa,
Pernerintal Gesa-{ 5T Fn
BAB il
RLEANG LIRGELF
Pasal 3 Puzal 3
Permtusan irl melkpur 1 Ruang lingkup Pelaksansan Transaksi Mon Tunal o Desa
Ruang lingup Bupat
pendapatar Eanmi: enly pererbmaan pendapatan non tunal;
b EEEEEEH’EE ariame pererimann pendnpaian mon Donai; dimmmparmakan
oy E%ii &, Mekanisme pengelusmn non tuned;
g .ltg%%iinl d.  jenis dan pengecuslion pengelusran non tunek dan Py
EEEE pembinaan dan pengewesan
FEMERINT AN DAERAR
TA-CARA NERJARANA
LEHE%EEEE
%‘El!ﬁii—l[ Dihaprs
Teeunngan bank serkail di-desa;
_E%E




2] Penerimann pendapatan sebagsimans dimakawd pads ayst (1)

Dipindai dengan CamScanner




BAR ¥l
MENANIEMNE FENGELUARAN -KON-TUNAL
Paaal T

(1] Setiap pengeluamn AFBDesa hames melalul melcankume Man Tunal, Tetap
EH..EH:EE!TIF!IE pacds myat (1] meliputi:

3. Juminen social kepals desa dan perangiat dess;

belanja modal gedung, bangunan dan taman;

B __iIEEEE!E

ey keuangen menggunaan intermet

Dipindal dengan CamScanner
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| Pusal & Pamal T
| Semap Tamssim pembunmman atas belanis APBDess meladul svates | Sevap transaksi pembayaran atas belamja AFBDesa melabui | Agas
Pty T IO, e, Enadon: svatem pembaynrnn fan tonai, maka dinempurmakan
Pa herpals vrosn roanpn saih Denppanakan frkrning e n Kepala Urusan Keuangan wajib menggunalkan rekenmg gim; | sesual saran
‘B krpala desa, perangial desa dan bedanpermumasarstan—dess di | b Kepals Desa, Perangiat Deia dan BPD wajid memilili | pervempurnaan
| Fabupsten waph memD0d sebening pads Bank vang dinunjuk rekening pada Bank yang difunjuk Pemenntah Daerah;
Frmermial Darmaic Apabils peryedis barangfjasa sty phhak ketiga vang
e apabla provedia harasp/jess atau prhak keogs yang berdomisili di berdomisiti di fusr Daerah tidak memiidd rekening pada
| Toar wesal habeepaten dak memdic relening pada Bank yang Bank yang dironjuk Pemesipash Deermb, maka beays
_ porimiul Preerinmt Dacrah, maks bins tansaksi sdministrasi transaksi  edministrasi  ditebankan  bepada  penyedia
| EH{I%EBIEEE;E baranpljass stau pibak kedge dengan mengurangl seleiar
| Ewmpomanp sebesas Eaa adsinisras perbanken dard jumish yung biayn sdministreel perbanian dari jumlsh yang diverma.
ARVl Bagian Ketigs
nls dua Peagecuallas Nos Tunsl
ROE-TLRAL Pasal B
| Pasal 8
| (1) Je=w %EE%EEE
E%EE#EH
i Tanmals pembayaren E-E!:Eui}nlﬂiw
Rp.5.000.000,00 (Ems jute rupiahy;,
b penpelusran  belanga bantusn ersport/usng salu  pesoris
kraian ) maryarakian
wpah Toimng brnsgs kerje:
pergeluamn bahan bakar minmk/privmas
prmbasaran unruk pombelian bends pos;
£ E_u—n-u-l.ﬂ Eii&%ﬂiﬁh!i
B Dencana alam dan/stsu non slam; dan
banTuan lengung tenal
Dengan EHE!EEEEE‘HEE
- %Et&-aﬂ._:grﬁlﬂ}l?ﬁrﬁtﬁ
dan prasarana bank, maks perarikan tunai & simpes
desa besarasnmyn berdasarkan | (3] Pengelusran Gang tunel dan brankss dews besarmnngys | Agar
{3} Pengeiuaran uang funal dari branias deas pelaksana kegitan brrdasarkan sire! permin mbayaran yang disjukan | disempurnakan
EEEEIEEHEEE aleh EEE‘.E#H?HI{-E‘F o ) i
krpada kaureuargln. | penyempurnasn

amScanner

Dipindai dengan C.
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Enslal Pemlerdazyuun Mosyarnbnd dan Dess Kl pbenhonganig DINSOEMMD.
DE%!EIIE&%!EEEHE-H;I pembinuan scbagaimans dimaksud pace
(1) Dénas Sosinl Pemberdayann Mosymmkst dan Dess  dapal ayst (1], DINSOSPMD dapat bekoordinasi dengan BPEAD
bekoordinasl dengan Badan Pengelols Keuangon dan fsm Derrab, Pembinsan schegaimons dimoksud peda ayst (1] melips
{3} Pembinsan scbognimans dimaksud peds oyst (1) meliputl fasilicasi fnailitasi pemenuhan sasasa dan prasarane pendulkung

%igilﬁﬂg% Peiaknanaan Transaksl Mon Tunai &f Do, bersama dengan
Bupati ini, bersama dengan Bank yang ditunjuk Pemerinian Dosrah Bank yong ditunjuk Pemeriniah Daerah,
memberikan ammhan terhadap pelnksanssn Peraturnn Dupsti isi i Delam mendukung pembinasn sshagaimans dimaksed pada
(L] EEEEEIEEEEJE_F ayal  [1], BDank yang ditunjuk Pemennish  Doerab
E!EEEEEEEE menylapkan aarans dan prosarsne Gesilitan  perbanken
%EEEEEI diwilayah Kecamaian dalam mempercepal  pelaksannan
ﬂiiiii:ﬁ irnanskai nan tunal
i5 i%iﬁﬁi%&lg (5§ Pengawmsan pelakusfasn tranasksl son tunel diskulsn
iil.-i.-u.l...l..-ﬁ!ﬂ.r..i-r nlch AFIF.

I Pembinasn peloksanoan irarssksl non lunsi dilzkukan oleh

Pasal 13

Peraiurnn Bapat ind mulal berlaku pads angml diurdlsmgkan.

/)

indal dengan CamS3canner
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